
Tim Patroli Perintis Presisi

Polres Metro Bekasi Kota ke-

mudian bergerak menuju tem-

pat kejadian perkara untuk me-

lakukan penggerebekan.

ÓPada hari Sabtu sekitar

pukul 03.30 WIB, tim datang ke

lokasi itu. Jadi, setelah melihat

kedatangan Tim Presisi, rema-

ja yang berkumpul tersebut ko-

car-kacir. Ada yang mengarah

ke perumahan warga dan ada

juga yang mengarah ke Kali

Bekasi,Ó ungkapnya.

Remaja yang mengarah ke

Kali Bekasi kemudian nekat

menceburkan diri ke aliran su-

ngai tersebut hingga akhirnya

ditemukan tewas mengam-

bang pada Minggu (22/9).

ÓAda beberapa yang memang

tidak berani untuk meloncat

karena melihat kondisi tempat

yang tidak memungkinkan dan

gelap sehingga berhasil dia-

mankan oleh Tim Perintis

Presisi,Ó katanya.

Petugas berhasil menggiring

22 orang remaja dalam aksi

kejar-kejaran tersebut. Tiga di

antara puluhan remaja yang

dibawa ke Mapolres Metro

Bekasi diketahui memegang

senjata tajam. 

ÓIni dari hasil tindak ke-

polisian yang telah dilakukan

yaitu melakukan olah tempat

kejadian perkara, meng-

evakuasi jenazah ke RS Polri,

melakukan pemeriksaan ter-

hadap 23 orang saksi, melaku-

kan prioritas rekonstruksi dan

berkoordinasi dengan Basar-

nas, BPBD, serta Tim SAR,Ó

katanya.                   (Ant/Has)-d
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Hiruk pikuk kebangsaan mutakhir ini luar

biasa heroik. Pembangkangan konstitusi

maupun kritik legal yang melawannya se-

makin intensif terjadi secara diametral

dalam urusan berbangsa dan bernegara.

Ironisnya: kenapa para aktivis konstitusi itu

tidak pernah peduli terhadap pembangkan-

gan konstitusional yang terjadi terhadap

UUPA selama berpuluh tahun semenjak

1960, dan semakin mencederai ke-

merdekaan petani.

Aneka agenda dirumuskan pemerintah

kaitannya dengan Reforma Agraria. Tetapi

sampai hari ini semua itu bagai Poco-Poco

belaka: janji politik yang maju-mundur,

memberikan harapan palsu akan ke-

merdekaan petani dan kemudian dilupakan

begitu saja. Selepas pemilu tidak satupun

parpol peduli terhadap nasib rakyat tani

yang notabene adalah pendukung mayo-

ritas.

Keseluruhan rezim pemerintahan yang

ada ternyata setali tiga uang, sama saja,

senantiasa menempatkan petani sebagai

pelengkap pembangunan, kalau tidak

boleh dikatakan tumbal pembangunan.

Semuanya menempatkan rakyat tani

Indonesia antara lain sebagai   produsen

pangan murah supaya rakyat miskin bisa

makan enak. Juga penyedia bahan baku

murah untuk kemudahan industri dan bem-

per inflasi setiap kali bangsa ini sedang

panik menghadapi potensi inflasi dua digit.

Manakala kepanikan itu terjadi, semua pe-

tinggi Negara sampai dengan Kepala

Negara berpaduan suara : menginstruk-

sikan harga pangan harus dijaga, artinya ti-

dak boleh naik. Meski, semua barang yang

lain semakin melangit harganya.

Tumbalisasi yang paling parah adalah:

menempatkan rakyat tani sebagai tumbal

kelayakan industrialisasi yang sangat

menguntungkan pemilik modal. Bagai-

mana nalarnya? Setiap tahun pimpinan da-

erah selalu meninjau ulang besaran UMR-

UMK-UMP di kawasan masing-masing.

Pada saat yang sama, mereka, para pim-

pinan itu juga sekuat tenaga mengenda-

likan harga pangan. Koinsidensinya terjadi:

bahwa ketika harga pangan terkendali mu-

rah, maka UMR-UMK-UMP bisa dengan

mudah ditentukan rendah dan nyaris tanpa

penolakan pengusaha.

Menjelang pergantian pemerintahan 20

Oktober 2024 ada sedikit harapan.

Karena tampuk pimpinan RI mendatang

adalah pimpinan petani, mantan Ketua

Umum Himpunan Keluarga Tani Indonesia.

Semuanya dan siapapun juga tahu bahwa

kemenangannya dalam pilpres karena

memperoleh dukungan total rakyat tani

Indonesia. Oleh karena itu sangatlah wajar

kalau memunculkan sepercik harapan.

Kendati tidak bersih dari rasa waswas yang

juga menyertai optimisme dimaksud :

akankah ada perubahan mendasar orien-

tasi pemerintahan mendatang menjadi pro-

petani dengan segala kebijakan ikutannya?

Kegamangan dan optimisme ini sama

kuatnya mengingat semua capres dari se-

mua rezim hasil pemilu yang ada selama ini

janji untuk petani . Optimisme dan bualan

mereka, semuanya sama: hanyalah hingar

bingar kampanye. Begitu menang begitu

saja melupakan. Sementara itu, tidak per-

nah ada pembelaan memadai terhadap

pengingkaran konstitusional. Ujung-ujung-

nya tidak lain hanyalah menempatkan rak-

yat tani yang pemilih mayoritas sebagai

tumbal pembangunan. Na�udzu billahi min

dzalik: semoga rakyat tani dijauhkan dari

kebiadaban ini.

(Penulis, Guru Besar Honorer

Agroindustri  FTP-UGM)-d

Annisa menilai, untuk menghindari hal tersebut, KPU seharusnya melalukan

pendataan secara mandiri dan tidak terpaku dengan data Dukcapil yang ku-

rang diperbaharui. Dengan pendataan secara mandiri, data pemilih yang dimi-

liki KPU akan lebih otentik dan akurat. ÓMasalah lain, yaitu verifikasi lapangan

terhadap DPT seharusnya dilakukan secara menyeluruh, secara sensus

bukan mengambil sampel,Ó ujar Annisa.

Dengan verifikasi secara menyeluruh, KPU akan terhindar dari potensi

munculnya data DPT ganda yang menyebabkan penggelembungan DPT.

Dengan upaya-upaya tersebut, pihaknya, yakin fenomena penggelembungan

suara selama Pilkada 2024 dapat diminimalisasi. (Ant/Obi)-d

Selanjutnya pada ayat kedua, disebutkan, la-

poran evaluasi dan laporan pertanggungjawa-

ban harus dijelaskan kepada Presiden dan DPR

RI paling lama 60 hari setelah Ibadah Haji itu

berakhir. 

ÓKeterangan itu sudah jelas, bahwa menteri ti-

dak boleh diwakili dan harus hadir sendiri dan

menyampaikan laporannya,Ó kata Anggota

Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya.

Rencananya, kegiatan RDPU ini dihadiri be-

berapa kementerian terkait, seperti Kementerian

Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Ke-

sehatan (Kemenkes) dan  pihak maskapai

Garuda Indonesia. Namun, dengan padatnya

berbagai aktivitas, para petinggi tersebut tidak

bisa menghadiri dan hanya diwakili, sehingga

agenda rapat ini harus ditunda kembali hingga

27 September mendatang dan berharap para

petinggi dari instansi terkait bisa menghadiri

kegiatan lanjutan tersebut. (Ant/Ati)-d
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